KERANGKA ACUAN PROGRAM
DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF SPESIALISASI MANAJEMEN
PENGAWASAN DAN KONSULTASI (WASKON) I, Il dan IV
(PENGAWASAN)
(REVISI I1)

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2011 tanggal
26 September 2011 tentang cetak biru Manajemen Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal
Pajak Tahun 2011-2018, salah satu Sasaran Strategis yang ingin dicapai adalah terciptanya
pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi, tingkat kepuasan dan integritas yang tinggi, budaya
yang kuat, serta tingkat kinerja yang prima dalam berkontribusi terhadap pencapaian tujuan
organi‘sasi. Selain itu, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-274/PJ/2013 tanggal 24
April 2013 tentang Kamus Kompetensi Teknis Rumpun Jabatan Pelayanan di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak, menegaskan bahwa persyaratan kompetensi teknis yang harus dimiliki
oleh pejabat Bidang Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan
tugasnya yang terdiri dari dua unsur pembentuk, yaitu pengetahuan dan keterampilan teknis yang
dibutuhkan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.

Sebelumnya, seksi Pengawasan dan Konsultasi yang ada di KPP Wajib Pajak Besar,
KPP Madya, dan KPP Pratama dan memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan kepatuhan
secara formal atas Wajib Pajak dan pelayanan konsultasi atas kewajiban fomal Wajib Pajak
secara menyeluruh baik Waskon | maupun Waskon I, lll, dan IV melalui pengawasan kepatuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi
teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data
Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, dan

melakukan evaluasi hasil banding.

Setelah munculnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 206.02/PMK.01/2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa
terjadi pemisahan antara fungsi seksi Waskon | dengan Waskon I, lll, dan IV. Waskon | memiliki
tugas untuk melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan
ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan
pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Waskon Il, lll, dan IV memiliki tugas untuk melakukan
pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Waijib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak,
analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi
dan himbauan kepada Wajib Pajak. Begitupun dengan pembagian kewenangan Direktorat yang

membawahi Waskon | (Pelayanan) adalah Direktorat Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan

KAP DTSS Manajemen Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) Il, lll, dan IV (Pengawasan) (Revisi llI)



ke

Masyarakat (P2 Humas), sedangkan Direktorat yang membawahi Waskon II, Ill, dan IV
(Pengawasan) adalah Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan (PKP).

Guna mewujudkan terciptanya sasaran strategis dan dimensi kemampuan pegawai
Direktorat Jenderal Pajak tersebut, maka Pusdiklat Pajak bersama Direktorat Potensi Kepatuhan
dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak dan KITSDA, menyusun Diklat Teknis Substantif
Spesialisasi (DTSS) Manajemen Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) II, 1l dan IV (
Pengawasan).

. DESKRIPSI SINGKAT PROGRAM DIKLAT

Diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Kepala
Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) Il, lll dan IV (Pengawasan) dalam melaksanakan

tugas guna meningkatkan kinerjanya.

. STANDAR KOMPETENSI

Peserta diklat diharapkan mampu :

1. Menerapkan Teknik Komunikasi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) Pengawasan dengan
baik;

2. Menerapkan Ketentuan KUP yang Terkait Dengan Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)
Pengawasan dengan baik;

3. Menerapkan Ketentuan PPh yang Terkait Dengan Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)
Pengawasan dengan baik;

4. Menerapkan Ketentuan PPN yang Terkait Dengan Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)
Pengawasan dengan baik;

5. Menerapkan Manajemen Penggalian Potensi Melalui Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)
Pengawasan dengan baik;

6. Menunjukkan watak, integritas, loyalitas, kepribadian, tutur kata, sikap (tingkah laku),
kerjasama, kedisplinan, ketahanan mental dan fisik yang baik, serta jiwa korsa pegawai
Direktorat Jenderal Pajak dengan baik;

7. Memahami Kebijakan atau Peraturan terkini Direktorat Teknis (Dit. PKP) dengan baik

3. KOMPETENSI DASAR

1. Peserta mampu menerapkan Teknik Komunikasi terkait dengan Pengawasan dan Konsultasi
(Waskon) Pengawasan dengan baik;
1.1 Mempraktikkan Keterampilan Komunikasi dengan baik
1.2 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dengan baik

1.3 Melaksanakan Coaching dan Mentoring dengan tepat
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2. Peserta mampu menerapkan ketentuan KUP terkait Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)
Pengawasan dengan baik;
2.1 Menerapkan Ketentuan Pembetulan SPT (Pasal 8 UU KUP) dengan baik
2.2 Menerapkan Ketentuan Pemeriksaan dengan baik
2.3 Menerapkan Ketentuan Penetapan dan Ketetapan (Pasal 14 UU KUP) dengan baik
2.4 Menerapkan Ketentuan Kuasa Wajib Pajak dengan baik

3. Peserta mampu menerapkan ketentuan PPh terkait Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)
Pengawasan dengan baik;
3.1 Menerapkan ketentuan objek dan non objek (Pasal 4 ayat (1) dan (3)) dengan baik
3.2 Menerapkan ketentuan biaya yang dapat dikurangkan dan yang tidak dapat (Pasal 6
dan 9) dengan baik
3.3 Menerapkan ketentuan PPh dengan penghasilan bruto tertentu dengan baik
3.4 Menerapkan penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dengan baik

3.5 Menerapkan penentuan harga perolehan dan pengalihan harta dengan baik

4. Peserta mampu menerapkan ketentuan PPN terkait Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)
Pengawasan dengan baik;
4.1 Menerapkan ketentuan Subjek/ Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan baik
4.2 Menerapkan ketentuan Objek dan Non Objek PPN (Pasal 4 dan 4A) dengan baik
4.3 Menerapkan ketentuan Objek PPN Khusus (pasal 16 C dan 16 D) dengan baik
4.4 Menerapkan ketentuan tentang Pemungut PPN dengan tepat
4.5 Menerapkan Fasilitas PPN (Pasal 16B) dengan baik
4.6 Menerapkan penghitungan PPN dengan tepat

5. Peserta mampu menerapkan Manajemen Penggalian Potensi Pengawasan dan Konsultasi
(Waskon) Pengawasan dengan baik;
5.1 Menerapkan metode perhitungan estimasi penerimaan pajak;
5.2 Menerapkan mapping Wajib Pajak;
5.3 Menerapkan teknik dan metode penggalian potensi pajak;
5.4 Menerapkan praktik penggalian potensi pajak.

6. Menunjukkan watak, integritas, loyalitas, kepribadian, tutur kata, sikap (tingkah laku),
kerjasama, kedisplinan, ketahanan mental dan fisik yang baik, serta jiwa korsa pegawai
Direktorat Jenderal Pajak dengan baik.

6.1 Membentuk disiplin, tanggap, tegas dan cekatan dengan baik;
6.2 menunjukkan motivasi dan kepribadian dengan baik;
6.3 terampil baris-berbaris sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menyelenggarakan

upacara sesuai dengan tata upacara sipil dengan benar;
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6.4 Menerapkan peraturan umum dinas dalam kantor dengan benar,;

6.5 Membentuk jasmani yang bugar.

7. Memahami Kebijakan atau peraturan terkini Direktorat Teknis ( Dit. PKP).
7.1 Memahami kebijakan atau peraturan terkini Direktorat Teknis ( Dit. PKP).
4. LAMA DIKLAT EFEKTIF

Lama Diklat Efektif adalah 5 (lima) hari kerja atau 1 (satu) minggu

No Kegiatan Jamlat
Mata Diklat Pokok 39 Jamlat
2 | Mata Diklat Penunjang 5 Jamlat
3 | Ceramah 2 Jamlat
46 Jamlat
Total 5 Hari

5. DAFTAR MATA DIKLAT

a. Mata Diklat Pokok

No Mata Diklat Jamlat
Teknik Komunikasi Waskon Pengawasan (team teaching/ 2

1. g 35 9 Jamlat
orang Widyaiswara)

2 KUP terkait Waskon Pengawasan 5 Jamlat
PPh terkait Waskon Pengawasan i 5 Jamlat

4 | PPN terkait Waskon Pengawasan 5 Jamlat

Manajemen Penggalian Potensi Waskon Pengawasan

15
S| (ditambah asisten satu orang dari DJP) Jamlat

Total Jamlat 39 Jamlat

Mata Diklat tersebut dicapai sebagai unsur pembentuk pengetahuan (knowledge) dan

Keterampilan (Skill) , tidak harus mengikuti urutan (sequence).

b. Mata Diklat Penunjang

No Mata Diklat Jamlat
1. | Pembentukan Karakter 5 Jamlat
Total Jamlat 5 Jamlat

Mata diklat penunjang tersebut merupakan unsur pembentuk sikap (attitude).

v
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1).

2).

3).

Ceramah

No Judul Ceramah Jamlat

1. | Ceramah

Tema: Kebijakan atau peraturan terkini Direktorat Teknis (Dit.
PKP) terkait dengan:

a. penggalian potensi pajak; i 2
b. mapping, profiling, benchmarking Wajib Pajak;
c. pengawasan pembayaran masa; atau

d. pemanfaatan data dan konseling.

Jamlat

Total Jamlat 2 Jamlat

Ceramah disampaikan pada saat diklat berlangsung oleh pimpinan dari Direktorat Potensi
Kepatuhan dan Penerimaan atau yang mewakili. Ceramah ini bertujuan mensosialisasikan

kebijakan penggalian potensi pajak yang sedang dilakukan oleh Direktorat PKP.

. Kegiatan Lain-Lain

Kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam perhitungan jam pelatihan tetapi wajib diikuti oleh
seluruh peserta diklat yaitu:

No Kegiatan Jamlat

1. Pembukaan termasuk Pengarahan Program 1 Jamlat

2. Pre/Post Test 2 Jamlat

3. Evaluasi Tatap Muka 1 Jamlat

4. Penutupan Diklat 1 Jamlat
Total Jamlat 5 Jamlat

Pembukaan Diklat dan Pengarahan Program

Pembukaan dilaksanakan selama 45 menit atau 1 (satu) jamlat oleh penyelenggara kegiatan
(Kepala Pusdiklat atau Kepala Balai Diklat Keuangan) dalam rangka membuka diklat secara
resmi.

Penutupan Diklat

Penutupan diklat dilaksanakan selama 45 menit atau 1 (satu) jamlat di akhir diklat sebagai bentuk
penutupan diklat secara resmi.

Evaluasi Tatap Muka

Evaluasi tatap muka dilakukan dengan cara pertemuan langsung dengan para peserta diklat
untuk menginventarisasi masukan, keluhan, ataupun permasalahan yang dialami peserta dalam
mengikuti diklat terutama mengenai pengajar dan penyelenggaraan diklat. Evaluasi ini

dilaksanakan oleh Unit Evaluasi. Hasil tabulasi dan rekap data dari evaluasi pengajar dan
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4).

evaluasi penyelenggaraan diklat digunakan sebagai bahan croscheck dalam pelaksanaan
evaluasi tatap muka. Evaluasi tatap muka diutamakan untuk didokumentasikan dengan
menggunakan alat perekam. Dalam hal tidak tersedianya alat perekam, maka evaluasi tatap
muka wajib dihadiri oleh perwakilan masing-masing bidang/subbidang/subbagian/seksi dengan
menghasilkan notula yang ditandatangani bersama. Evaluasi tatap muka dilaksanakan selama
45 menit atau 1 (satu) jamlat.

Penugasan Pengganti Ketidakhadiran

Peserta diklat yang tidak memenuhi syarat kehadiran yang dipersyaratkan karena adanya hal-

hal di luar kendalinya diberikan penugasan khusus sebagai pengganti ketidakhadirannya.

Pelajaran di dalam kelas.

Peserta diklat yang tidak memenuhi syarat kehadiran yang dipersyaratkan untuk mata
pelajaran yang diberikan di dalam kelas karena adanya hal-hal di luar kendalinya diberikan
penugasan berupa menyusun resume materi diklat ataupun penugasan lainnya yang
diberikan oleh Widyaiswara sebagai pengganti ketidakhadirannya. Resume disusun minimal
sebanyak 2 halaman kertas ukuran A4 dan dikumpulkan paling lambat sebelum pelaksanaan
ujian diklat;

Pelajaran di luar kelas Pembentukan Karakter.

Peserta diklat yang tidak memenuhi syarat kehadiran yang dipersyaratkan untuk mata
pelajaran Pembentukan Karakter, karena adanya hal-hal di luar kendalinya diberikan
penugasan khusus dari Tim Pelatih. Bentuk penugasan disesuaikan dengan materi yang
diajarkan dalam mata pelajaran Pembentukan Karakter seperti, latihan baris berbaris, latihan
fisik (lari keliling, push up atau senam). Penugasan khusus ini diberikan pada waktu tersendiri.
Penyelenggara wajib melakukan pembinaan secukupnya, bagi peserta yang tidak mematuhi

ketentuan Pembetukan Karakter.

Yang termasuk dengan keadaan / hal di luar kendali peserta diklat yaitu: surat pemberitahuan
untuk mengikuti diklat diterima terlambat oleh peserta, jadwal keberangkatan moda transportasi
yang tertunda, peserta diklat yang bersangkutan menderita sakit, pesertalistri peserta diklat
melahirkan, keluarga terdekat peserta diklat yang bersangkutan (suamifistri, anak, orang tua,

mertua, kakak, atau adik) meninggal dunia, dan menjalankan ibadah.

6. JENJANG DIKLAT

Diklat Teknis Menengah

7. PERSYARATAN PESERTA

Peserta diklat ini merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan kualifikasi:

a. ditunjuk dan ditugaskan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
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b. diangkat atau menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (2, 3 dan 4
/Pengawasan).

c. Sehat jasmani dan rohani

8. PERSYARATAN PENGAJAR

Fasilitator/instruktur diklat terdiri dari para pengajar/Widyaiswara Pusdiklat Pajak dan atau Balai
Diklat Keuangan BPPK, para pegawai yang berasal dari berbagai unit kerja pada Kementerian
Keuangan, serta instruktur dari TNI/POLRI. Pengajar memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Kualifikasi Umum :
1) Mempunyai pengalaman mengajar; dan
2) Mendapat persetujuan mengajar dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak

atau Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak/Kementerian Keuangan.

b. Kualifikasi Khusus :
1) Menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam
mata pelajaran yang akan diberikan;
2) Memiliki keahlian teknis tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan;
3) Mempunyai pengalaman mengajar,
4) Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan Manajemen Risiko
keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti Training of Trainers; dan

5) Berpenampilan baik dan rapi.

9. BENTUK EVALUASI

a. Evaluasi Peserta (ada/tidak).

Catatan: pre dan post test dan evaluasi kehadiran dilakukan oleh panitia dan pengajar.
b. Evaluasi Pengajar (ada/tidak).

Catatan: evaluasi pengajar oleh peserta.
c. Evaluasi Penyelenggaraan (ada/tidak).

Catatan: evaluasi penyelenggaraan oleh peserta.

10. AKOMODASI

a. Asrama (ada/tidak).
Catatan: kamar asrama atau hotel.
b. Konsumsi (ada/tidak).

Catatan: prasmanan atau hotel.
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11. SERTIFIKAT

Peserta diklat yang memenuhi syarat akan diberikan sertifikat Telah mengikuti DTSS

Manajemen Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I, lll, dan IV (Pengawasan).

12. METODOLOGY PEMBELAJARAN

- Diklat ini menggunakan metode andragogy atau Adult Learning Principle yang diberikan
dalam bentuk tatap muka, diskusi, latihan soal dan praktek.
- Bentuk kelas: Meja Bundar, U Shape atau kelas klasikal

13. SUMBER DAYA

LCD Proyektor; Komputer/Laptop; Spidol; Post-it; Take-it; Flipchart; Kertas Flipcharts;

Microphone; Pengeras Suara, ATK Peserta, Printer dan Tinta, modul dan bahan ajar lainnya.

Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program
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Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program

DTSS Manajemen Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) Il, lll, dan IV (Pengawasan)

Tim Penyusun :

NO NAMA INSTANSI STRUKTUR TIM
1 | Junaedi Purnomo Pusdiklat Pajak Ketua
2 | Rinaningsih Pusdiklat Pajak Anggota
3 | Muhammad Taufiq Budiarto Pusdiklat Pajak Anggota
4 | Adriana Dwi Hardjanti Pusdiklat Pajak Anggota
Keterangan
. Tim Pengelola Program DTSS Manajemen Pengawasan dan Konsultasi
BICHSEn S0 (Waskon) 1, lll, dan IV (Pengawasan)
Tanggal 16 April 2014
Revisi | : ; :
Hasil Rapat Pengembangan Kurikulum DTSS Manajemen Pengawasan
dan Konsultasi oleh Wali Program pada tanggal 16 April 2014
Tanggal 15 Februari 2016
Revisi Il Pengembangan kurikulum hasil arahan Kepala Pusdiklat Pajak pada Tim
Pengelola Program DTSS Manajemen Pengawasan dan Konsultasi pada
tanggal 15 Februari 2016
Tanggal 27 April 2017
Revisi lll Hasil Rapat Pengembangan Kurikulum DTSS Manajemen Pengawasan
dan Konsultasi Pengawasan oleh Wali Program pada tanggal 27 April
2017
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Ketua Tim Penge Program. Kepala Pusdiklat Pajak
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